
bahwa tukD un melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Paerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Benyel~nggaraan Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan
Upati tentang Pedoman Penyusutan Arsip dilingkungan

Pem .1 enntah Daerah Kabupaten Merangin.
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat IITanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten TanJUDI JabuDg
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3903), sebagaimana telah diubah deDgan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubaban
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 teIltaDI
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten T8IQuna JabuD&
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Repub1it IDdoI:JeaI
Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 t:entIB.'I ..... !!l
(Lembaran Negara Republik Indon_ ,.. -
Nomor 152, Tambahan Lembaran ..... --­
Indonesia Nomor 5071);

BUPATI MERANGIN ,

PEDOMAN PENYuSUTAN ARSIP PEMERlNTAH DAERAH
KABUPATEN MERANGlN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

TENTANG

BUPATI MERANGIN
PROVlNSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 13 TAHUN 2024



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati

penye1enggara Pemerintahan Daerah
pelaksanaan urusan pemerintahan
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Meranginbe' 1.
Kearsipan adalah hal-hal yang rkenaan4.

BABI
KETENTUANUMUM

Pawl

PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPENYUS11l'AN ARSIP
PEMERINTAHDAERAHKABUPATENMERANGIN.

MEMUTUSKAN:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Rten~t!
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epu
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679\~

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 51 Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo; 4593\;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 194, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3912);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan
Arsip;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2016 Nomor 10 );

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2021 Nomor 5 );



5. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian
dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan
tanggungjawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.

6. Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga yang
memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab eli bidang
pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan eli
Pe .~enntah Daerah Kabupaten Merangin.

7. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Perangkat
Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab
dal~ penyelenggaraan kearsipan.

8. UnIt pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan
pe~ciptaan arsip di lingkungannya.

9. ArSlP adalah rekaman kegiatan atau peristiwa da1am
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah ,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
or°ani .

I:) saSl kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bemegara.

10.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka
waktu tertentu.

11.Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta
arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidakdapat tergantikan
apabila rusak atau hilang.

12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/ atau terus menerus.

13.Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
telah menurun.

14.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip
karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang teJah
diverifikasi baik secara langung maupun tidak langsung oleh
Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga

kearsipan. . .
15.Penyusutan Arsip adalah kegiatan penguranganJumlah ars1~

dengan cara pemindahan arsip dari unit ~~ ~ unit
kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki~ guna,
dan penyerahan arsip statis kepada lembagakearsipan.

16. Daftar Arsip adalah sebuah ~aftar yang sekurang-~
. ta arsip urut pengolah. nomor arap.memuat pencrp '.. waktu jumlah dan

ifik . uraian informast arsip, kurunklas aSl, ....~

keterangan.



BAB II
PENYUSUTANARSIP

Bagian Kesatu
Umum
Pasal2

. dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan(1) Penyusutan arsip

JRA. . . belum diatur da1am
(2) Penyusutan arsip yang senes :U-~lpnya

JRA disusutkan berdasarkan nildalguna. --- ftlbangkan
dilaksanakan engan ---- -

(3) Penyu~utan ncipta arsip, masyarakat, banpa dan nepra.
kepentmgan pe. eli uti kegiatan :

(4) Penyusutan arsip m. p. aktif dari unit penaPah .. unit
a. Pemindahan arsip in

kearsipani

17. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adakalah
d . gka w tuaftar yang berisi sekurang-kurangnya Jan
penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan y~g
be . . arslprisi rekomendasi tentang penetapan suatu jerus
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.

18. ~emindahan arsip adalah akegiatan memindahkan arsip
~aktif dan unit pengolah ke unit kearsipan berdasarkan
jadwal retensi arsip lembaga pencipta.

19. ~emusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip
maktif yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa
retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasar jadwal
retensi arsip, tidak ada peraturan undang-undang yang
me1arang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses
Suatu perkara.

20 P nil . . .. e alan arsrp adalah menentukan masa simpan dan nasib
~ arsip dilihat dan aspek fungsi dan substansi
~formasinya, serta karakteristik/ nilai instrinsiknya yang
d~akukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara
slstematis dalam unit informasi.

21. Penyerahan arsip statis adalah proses penyerahan arsip
statis dan Lembaga Negara, Perangkat Daerah, Organisasi
Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan
dan Perusahaan yang memperoleh anggaran negara
dan/ atau bantuan luarnegeri kepada Lembaga Kearsipan
Pemerintah Daerah.

22. Unit Kearsipan I adalah Lembaga Kearsipan Pemerintah
Daerah Kabupaten Merangin.

23. Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan Perangkat Daerah,
khusus Sekretariat Daerah kabupaten Merangin berada di
Bagian Umum.

24. Unit Kearsipan III adalah Unit Kearsipan yang ada di Unit
Pelaksana Teknis Badan/ Dinas Pemerintah Daerah
Kabupaten Merangin.



Bagian Kedua
Pemindahan Arsip

Pasal3

(1) Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan

(2)
me~perhatikan bentuk dan media arsip.
Penundahan '. .(1) . arsip maktif sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan melalui kegiatan:
a. penyeleksian arsip inaktif
b. ~:buatan daftar arSip'inaktif yang akan dipindahkan;

c. penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.
(3) Pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintahan

daerah kabupaten/kota dilakukan sebagai berikut:
a. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi eli bawah

10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit pengolah ke unit
kearsipan eli lingkungan satuan kerja pemerintah daerah
atau penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota;
dan

b. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang­
kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari pencipta
arsip di lingkungan satuan kerja pemerintah daerah atau
penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota ke
lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.

(4) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit
kearsipan menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.

(5) Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif.

(6) Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penandatanganan
berita acara dan dilampiri daftar arsip yang akan
dipindahkan. ..' .

(7) Berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipmdahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ~tanda~ o1eh
pimpinan unit pengolah ~an .p~pinan urut kearsipan.

(8) Pemindahan arsip inaktif di lingkungan SUMN dan SUMO
diatur oleh pimpinan BUMN dan BUMD berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.

· idakb. Pemusnahan arsip yang telah habis retensmya dan ti
memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.dan

c. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada
lembaga kearsipan.

(5) Pencipta arsip merencanakan, mengendalikan dan
mendokumentasikan kegiatan penyusutan.



(1) Jenis arsip yang dapat dimusnahkan ditingkat unit pengolah
adalah arsip yang memiliki masa simpan kurang dari 1(satu)
tahun.

(2) Jenis arsip yang dapat dimusn~ ~t Unit
Kearsipan ill adalah arsip yang memiliki mua B1D1paD 1
(satu) sampai dengan 3 (tiga) ~un. . . •

(3) J . arsip yang dapat dimusnahkan ditiDgkat Umt
eros miliki' • ..&- ...'-'-"'-

Kearsipan II adalah arsip yang me -- -r-' SlaB

dari 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) tahuD.

Pasal7

1. Prosedur pemusnahan arsip sebagairnana dimaksud
berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut :
a. pemusnahan arsip ditingkat Unit Pengolah;
b. pemusnahan arsip ditingkat Unit Kearsipan ill;
c. pemusnahan arsip ditingkat Unit Kearsipan n;dan
d. pemusnahan arsip ditingkat Unit Kearsipan I;

2. Pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggungjawab kepala masing-masing
pimpinan unit.

Pasa16

Prosedur pern ah .Usn an arsip berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. pembentukan . . "b . parntia penilai arsip;
. penyelekslan arsip;

c. pembuatan daftar ar . ul ah I h . . di .kearai SIp US musn 0 e Arsiparis 1 urut
earslpan;

d. penil~an oleh panitia penilai arsip;
e. permmtaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip;
f. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan
g. pelaksanaaan pemusnahan.

Pasal5

Bagian Ketiga
Pemusnahan Arsip

Pasal4

1. :em~snahan arsip sebagairnana dalarn pasal 2 ayat ~4) ~W:U
• dilakukan terhadap arsip yang telah memenuhi kritena

sebagai berikut :
a. tidak memiliki". ilain ai guna
b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan

berdasarkan JRA'
c. tidak •ada peraturan perundang-undangan yang

melarang;dan
d. tidak be kai2. Pel r tan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

aksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada
a~at . (1) menjadi tanggungjawab kepala masing-masing
plmpman unit.



(1) Pemusnahan arsip yang memiliki masa simpan Iebih
dari 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
ditetapkan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat:
a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip

Kabupaten;dan
b. persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Panitia penilai arsip sebagaimana dimakaud p~a ayat
(1) huruf a ditetapkan dengan Keputu~ .Bupati.. .

(3) Penilaian arsip dilaksanakan oleh pamtia penilaianIip
Perangkat Daerah.

Pasall0

(1) Pemusnahan arsip yang memiliki masa simpan 1 (satu)
sampai dengan 3 (tiga)tahun sebagaiman dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2)elitetapkanKepalaPerangkat Daerah setelah
mendapat:
a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip perangkat
daerah; dan

b. persetujuan tertulis dari kepala Lembaga Kearsipan
Daerah.

(2) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dibentuk di setiap Perangkat Daerah.

(3) Keanggotaan panitia penilai arsip Perangkat Daerah
sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
a. pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap

anggota;
b. pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan
dimusnahkan sebagai anggota;dan

c. arsiparis sebagai anggota.

Pasal9

Pemusnahan arsip yang mernilikimasa simpan kurang dari 1
(~tu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)
dllakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala
Perangkat Daerah.

Pasal8

ditingkat unit
(4) -Jenis arsip yang dapat dimusnahkan

kearsipan I adalah arsip yang:. uh tahun; dan
a. memilikimasa sirnpan lebih dart 10 (sepul )
b..telah elisimpaneliUnit Kearsipan I: a at (1)

(5) Dlsamping kriteria sebagaimana dimaksud p~da y
sampai dengan ayat (4). jenis arsip yang dap~t dimusnW:
hams memenuhi kriteria sebagaimana dunaksud dal
pasa! 4 ayat (1).



Pelaksanaan pemusnahanarsip s~bagaimana ~ c:IaJam
Pasal 4 sampai dengan Pasal 11dllaksan,akanmdahD proeedur

. tercantum dalam lampiran huruf b Y8D8
sebagaunan~aiAn tidak terpisahkan dari Pend ... 8upati­
merupakan .,.--

pasal13

Tugas panitia penilai arsip Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 ayat (2)adalah sebagai berikut:
a. mengiventarisasi dan mengidentifikasi arsip yang akan
dipindahkan;

b. menilai arsip yang akan dimusnahkan dan diserahkan;
c. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan
pelaksanaan pemindahan, pemusnahan atau
penyerahan arsip kepada kepala Perangkat Daerah
pencipta arsip;

d.Membuat daftar arsip yang akan dipindahkan,
dimusnahkan atau diserahkan;

e. melakukan pendokumentasian kegiatan penyusutan.

Pa,sall2

(1) Pe~usnahan arsip yang memiliki masa simpan lebih
dan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah
mendapat:
a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip
Kabupaten; dan

b. persetujuan tertulis dari kepala ANRl.
(2) Pengaiu. ."an persetujuan pemusnahan arsip

seb .dil agatmana dimaksud pada ayat (1) huruf b
aksanakan Lembaga Kearsipan Kabupaten setelah

men~apat rekomendasiKepala Perangkat Daerah
penclpta arsip.

(3) P~laksanaan pemusnahan arsip sebagaimana
dunaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah penciptaarsip dan Lembaga Kearsipan
Kabupaten.

(4) Kepala unit kearsipan I bertanggungjawab dalam
mengontrol mekanisme dan prosedur pemusnahan
arsip.

Pasal 11

pemusnahan
kepala Unit Kearsipan

roenjadi
Perangkat

arsip

ahan arSip
(4) Pengajuan persetujuan perousn (1) huruf b

sebagaimana dimaksud pada ayat itia penilai
dilakukan setelah berkoordinasi dengan pa.J1l
arsip.

(5) Pelaksanaan
tanggungjawab
Daerah.



Dokumentasi kegiatan penyusutan sebagaimana dimalesud
dalam Pasal 2 ayat (5)meliputi:

d kumentasi pelaksanaan pemindahan arsip;a. 0 ah . ·dale
b. dokumentasi pelaksanaan pemu~n an 8I'S1p yang ti

b mil .guna dan habis jangka srmpannya;dane ill • atati
d kum

entasi pelaksanaan penyerahan 8I'S1p 8
c. 0

Pasal I?

BAB III
DOKUMENTASIPENYUSUTAN

BagianKesatu
Umum

Pelaksanaan penyerahan arsip sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan melalui prosedur
sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf c yang
merupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini,

PasalI6

(1) Dalam hal . .'arsrp yang telah habis masa srmpannya
seb~gaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c
masih digunakan untuk penyelesaian suatu kasus
dapat dilakukan perpanjangan masa simpan setelah
mendapat persetujuan Panitia PenilaiArsip.

(2) Perpanjangan masa simpan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai dasar penundaan penyerahan
arsip ke LembagaKearsipanDaerah.

PasaliS

Bagian KeeIDp~t
Penyerahan ArSlP

Pasal14

(1) P . ak ud dalalll pasal
enyerahan arsip sebagaimana dim s . ta

2 ayat (4) huruf c dilakukan oleh perangkat penc1P
arsip

(2) Penyerahan . bazai ...l:-aksud pada ayat (1). arslp se agaunana ~ . )
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalalll 5 (lima
tahun.

(3) Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(I)dilakukan dengan ketentuan:
a. arsip diserah terimakan oleh pencipta arsip kepada
Lembaga Kearsipan Daerah; dan

b. pelaksanaan serah terima arsip dilakukan setelah
melalui proses seleksi dan penilaian oleh panitia
penilai arsip.



Dokumentasi pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaiman
dimaksud pada pasa116 huruf b terdiri dari :
a. Dokumentasi ditingkat unit pengolah meliputi :

1. keputusan kepala perangkat daerah tentang panitia penilai
arsip perangkat daerah;

2. surat roenyurat pelaksanaan pemusnahan;
3. notulen rapat penilaian panitia penilai arsip perangkat

daerah;
4. surat pertimbangan pemusnahan dari panitia peni1ai araip

Perangkat Daerah;
5. keputusan Kepala Perangkat daerah tentang Pemwmaban

arsip;
6. peIjanjian pemusnahan arsip jika dilaJmena1qm pihak

penyedia jasa; .'
7. berita acara pexnusnahan arS1Pyang dlmUlDftblmn.dim

fh
...In ... laporan kegiatan pemusnahan.

8. 000 ucu·

Bagian Ketiga
Pemusnahan Arsip

Pasal19

8agian Kedua
Pemindahan Arsip

Pasal18
DOkume . . anaaUnak ntaSl pelaksanaan pemindahan arsip sebagaun

sud dal .' '.a. Dokum am Pasal 16 huruf a terdiri dart.entasi' . it ngo1ah ke
Unit K . pemindahan arsipdart UOl pe

earslp II . .1. sur an I atau Unit Kearsipan II roeliputl:
at menV11r .2. nomj J urat pelaksanaan peroindahan arsip:

3 b . en rapat pernindahan'
· enta Acar Pemi '

4 daf a emmdahan'
· tar ars' '5 fh t ip yang dipindahkan; dan
.oodanl 'b aporan k .. Dolrumenta . . egiatan pemindahan-

Unit Kear . si perrundahan arsip dari Unit Kearsipan III ke
1 Slpan IImeliputi .
· surat men .

2. notulen r yurat pelaksanaan pemindahan arsip.
3 be . apat pemindahan'
· nta acara pe . '

4. daf . mmdahan;
tar arsrp yan di .5. fhoto d g pindahkan; dan

an laporan keziatan .c. Dokumentas' . .,' perrundahan.
Kearsipan I 1peli~dahan arsip dari Unit Kearsipan II ke Unit

me puti :
1. keputusan K .panitia arsi epala Perangkat Daerah pencipta arsip ten tang
2 ip perangkat daerah:
· surat menyurat lak '3 tu1 pe sanaan pemindahan arsip;
·no en rapat· . . ., 'daerah: pemindahan panitia penilai arsip perangkat

,
4. rekomendasi . d .'pernm ahan arsip dan panitia penilai arsip

perangkat daerah:
5. berita acara ~ernindah dan daftar arsip

dipindahkan; dan an yang

6. thoto dan laporan kegiatan pemindahan.



b. Dokum ill meliputi : .
1 k entasi di tingkat UnitKearsipan panitia penilaJ
· e~utusan KepalaPerangkat Daerah tentang
8rslp perangka

2. sUrat t daerah; .
3 rnenYUratpelaksanakaan pemusnahan, .
4: ::~e~ra~at hasil penilaian panitia penilai.a:S1P;nilai arsip

rtUnbangan pemusnahan dari panina pe
perangkat daerah'

5. sUrat uSU}' . J{ab paten;
6 su musnah kepada LembagaKears1pan u· rat pe . . 1 baga

kera-s rsetu.Juan pemusnahan arsip dan em
7 k aSlpan kabUpaten'
· e~utusan kepala ~rangkat daerah tentang pemusnahanarslp;

8. perjanjian ak
pernusnahan arsip jika dilaksanakan pilipenyedia jasa'

9 be' ,
l~ dnaftaAcar~Pernusnahan;
· tar arslp .11 n.. yang dlIDusnahkan' dan·UIOtodan 1 '

c. OOkum . a?<,rankegiatan penusnahan.
entasl ditingk t U . K' liouti1.ke tu a rut earsipan IIme puti : .

~u san KepalaPerangkat Daerah tentang panitia penilai
arslp Perangkat Daerah'

2. surat menyur ,
3 at pelaksanaan pemusnahan;
·notulen rapat hasil '1' . . nil' .4 peru aian panitia pe ai arsip;
'ksurat pertimbangan pemusnahan dari panitia penilai arsip
abupaten;

5. surat persetujuan pemusnahan arsip dari Bupati;
6. keputusan kepala perangkat daerah tentang penetapan

pemusnahan arsip;
7. perjanjian pemusnahan arsip jika dilaksanakan pihak

penyedia jasa;
8. berita acara pemusnahan arsip;
9. daftar arsip yang dimusnahkan; dan
10. thoto dan laporan kegiatan pemusnahan.

d. Dokumentasi pemusnahan arsip di tingkat Unit Kcarsipan I
meliputi ;
1. keputusan Bupati tentang panitia penilai arsip kabupaten;
2. surat menyurat pelaksanaan pemusnahan;
3. notulen rapat hasil penilaian panitia penilai arsip;
4. surat pertimbangan pemusnahan dari panitia peni1ai arsip

kabupaten;
5. surat persetujuan pemusnahan dariBupati;
6. keputusan kepala perangkat daerah tentang penetapan

pemusnahan arsip; .
jika dilaksanakan pihak7. perjanjian pemusnahan arsip

penyedia jasa;
8. berita acara pemusnahan;

dim ahkan: dan9 daftar arsip yang usn ,
· .atan pemusnahan.10 fhoto dan laporan keg! ." gka ,~It'_"':_ ...I· . ahan arslP ditin t uua.. --t-M

D kum entasl pemusne. 0

meliputi: ati tentang panitia penilaianip lrab\1patIIfti
1.keputusan Bup laksanaan pemusnahan;
2. surat menyurat ~ nilaian panitia penilai
3 tulen rapat has pe.no



Penyusutan arsip inaktif dibawah 10 (sepuluh) tahun yang telah
diserahkan kepada lembaga Kearsipan Kabupaten sclaku Unit
Kearsipan I sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini menjadi
tanggungjawab Lembaga Kearsipan Daerah.

BABIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal21

(1) DOkurnenta .
di SI PelakllnakSl.ld pada P sanaan penyerahan arsip sebagaimana
a. kepl.lt\.ls k a$ai 17 hurur c meliputi :

an epalapenyerahan . perangkat daerah pencipta arsip tentang
b arslp·
. Stlrat 'rnenYllrat pelak

c. notulen rapat h . ~~ penyerahan arsip;
d. Stlrat perf baSil penilruan panitia penilai arsip;

panitia pe~.angan dan persetujuan penyerahan dari
e· ,
. peIJanjian penyerah .
bila diperlttkan. an arsip terbadap arsip tertentu apa

f. berita acara pe~yerahan.
g. daftar arsip yang diserahlmn· dan
h. fhoto dan la keei '(2) Pen . poran. egiatan pemusnahan.dil:panan arsip basil dokumentasi penyusutan

. sanakan oleh setiap perangkat daerah,
(3) ~SlP yang tercipta dari hsil pemusnahan dan penyerahan

diperlukan sebagai arsip vital.

Bagian Keempat
Penyerahan Arsip

Pasal20

4. $l.lrat PertUnb . .tia penilai arsip
kabl.lpaten. angan pemusnahan dan paIll

s. sUrat '
6 k l>ersetu· .. epl.ltus ~uan pemusnahan dari Bupan;

Pernusn:;: kepala perangkat daerah tentang penetapan
7. PeIjanjian an arsip; pihak

Penyedia Ja ~rnusnahan arsip jika dilaksanakan
8. berita sa,aCara
9. daftar . l>ernusnahan·arslp y ,
10. fhoto d ang dimusnahkan· dan

an laporan k. 'eglatan pemusnahan.



ALEX SANDER M.P, S.H
NIP.19751208200501 1 004

KEPALABAGIAN HUKUM

salinan sesuai dengan aslinya

fADAERAH KABUPATEN MERANGINTAHUN 2024 NOMOR 13

FAJARMAN

kan di Bangko
rdaIl:17al ()..;J M.tJ.-1 2024
ItaIloz:>

~ARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

MUKTI

ttd

2024

Pj. BUPATI MERANGIN,

Ditetapkan di B gkP an 0
ada tanggal ';tf{ ""'~I

BABV
PENUTUP
Pasal22

Peraturan BUpati· .
tnl berl<>l_

~U Illlllai
Agar setiap tanggal diundangkan.Orangpengundangan dapat
dalam Berita DaPeraturan Bu:~ngetahuinya, memerintahkan

erab KabUpat a ini dengan penempatannya
en Meran .gin.



Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal -::z &> /I'll" 2024

BABV
PENUTUP
PasaI22Peraturan BUpatiUti be

rlaku IllUlaitanggal diundangkan.Agar setiap Oran

pengundangan Pers~apat Illengetahuinya, memerintahkan
dalam Berita Daera.:: I<a: Bupati ini dengan penempatannya

UpatenMerangin.

RAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR / sDAE

diBangko

tanggal 129 A1 'l'i' I 2024

DAERAH KABUPATEN MERANGIN.'''SZ-


